
BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN TERNAK RUMINANSIA BETINA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan populasi ternak
untuk memenuhi kebutuhan konsumen pangan asal
Ternak dan hasil Ternak lainnya sehingga Pemerintah
Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat
dalam penyediaan pangan asal hewan yang aman,
sehat, utuh dan halal melalui pengendalian Ternak
betina produktif:

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Peternakan
dan Kesehatan Hewan dimana untuk memberikan arah,
landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak
yang terlibat dalam pengendalian ternak ruminansia
betina produktif,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengendalian Ternak Ruminansia
Betina Produktif:

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4750) :

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679),
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4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5356),

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan
/0T.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Betina
Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 434),

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun
2018 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan
Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun
2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN TERNAK
RUMINANSIA BETINA PRODUKTIF

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

10.

Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.
Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan
Kesehatan hewan di Kabupaten Tana Tidung.
Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi
Peternakan dan Kesehatan hewan di Kabupaten Tana Tidung.
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT yang
membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Petugas Yang Berwenang adalah dokter hewan yag berwenang atau petugas
lain yang ditunjuk oleh Bupati.
Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan
sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil
ikutannya yang terkait dengan pertanian.
Ternak Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri atas
ternak ruminansia besar seperti sapi dan kerbau, dan ternak
ruminansia kecil seperti kambing dan domba.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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li.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

(1)

Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia
besar dan ternak ruminansia kecil yang organ reproduksinya masih
berfungsi secara normal dan dapat beranak.
Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu
bangunan atau kompleks bangunan dengan disain dan syarat
tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi
konsumsi masyarakat umum.
Tempat Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat TPH adalah
suatu tempat atau kompleks tempat dengan disain dan syarat
tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi
konsumsi masyarakat umum.
Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah serangkaian
kegiatan untuk mengelola penggunaan Ternak Ruminansia Betina
Produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan, dan
pembibitan.
Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi
genetik pada sekelompok hewan dari suatu rumpun atau galur guna
mencapai tujuan tertentu.
Sumber Daya Genetik Ternak adalah substansi yang terdapat dalam
individu suatu populasi rumpun Ternak yang secara genetik, unik
yang terbentuk dalam proses demestikasi dari masing-masing
spesies, yang merupakan sumber sifat keturunan yang mempunyai
nilai potensial maupun nyata serta dapat dimanfaatkan dan
dikembangbiakan atau dirakit untuk menciptakan rumpun atau
galur unggul baru
Penyeleksian adalah serangkaian kegiatan memilih Ternak
Ruminansia Betina Produktif dari populasi sesuai kriteria bibit.
Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untukmemperoleh Ternak
Ruminansia Betina Produktif yang akan dijadikan Ternak bibit dari
hasil seleksi.
Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk
menghasilkan bibit Ternak sesuai pedoman pembibitan Ternak yang
baik.
Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah Ternak yang
mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi
persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
Kesejahteraan Ternak adalah segala urusan yang berhubungan
dengan keadaan fisik dan mental Ternak menurut ukuran perilaku
alami Ternak yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk
melindungi Ternak dari perlakuan setiap orang yang tidak layak
terhadap Ternak yang dimanfaatkanmanusia.
Pengawas Bibit Ternak adalah petugas yang diberi wewenang atau
Petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan
Bibit.
Tim Terpadu adalah tim yang terdiri atas unsur Dinas yang
membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, petugas RPH,
petugas Pengawas Kesmavet, Pengawas Bibit Ternak, dan PPNS.
Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam
rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta
penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan.

Pasal 2
Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif dimaksudkan untuk
menjaga dan meningkatkan populasi Ternak ruminansia besar dan
ruminansia kecil di Daerah.
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(1)

(2)

(8)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Pasal 6
Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperoleh
ternak Ruminansia betina tidak produktif, dan Ternak Ruminansia
Betina Produktif.
Ternak Ruminansia Betina tidak Produktif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan penggemukan untuk dijadikan Ternak
potong.
Ternak Ruminansia Betina Produktif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan seleksi untuk dijadikan Ternak Bibit

BAB IV
PENYELEKSIAN

Pasal 7
Untuk mencukupi ketersediaan Bibit Ternak Ruminansia Betina
Produktif dilakukan seleksi.
Penyeleksian Ternak Ruminansia Betina Produktif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan
Ternak Ruminansia Betina Produktif sesuai dengan kriteria Bibit.
Kriteria Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu semua
hasil Pemuliaan, hasil pengujian dan pengkajian Ternak yang
memenuhi persyaratan untuk dikembangbiakkan dan/atau untuk
meningkatkan produksi sesuai dengan jenis ternaknya.

(3)

Pasal 8
Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan
oleh Pengawas Bibit Ternak.
Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati atas usulan dari Kepala Dinas.

Pasal 9
Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan
sesuai persyaratan:
a. Ternak asli dan Ternak Lokal:
b. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular berdasarkan

sertifikat veteriner atau nama lain: dan
Cc. performan memenuhi kriteria Bibit.
Persyaratan performan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c didasarkan pada rumpun, umur kuantitatif dan kualitatif sesuai
dengan pedoman pembibitan Ternak yang baik.

Pasal 10
Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diperoleh Ternak
Ruminansia Betina Produktif dengan kriteria:
a. sesuai dengan kriteria Bibit, dan
b. tidak sesuai dengan kriteria Bibit.
Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
Penjaringan Ternak Ruminansia Betina Produktif sebagai berikut:
a. yang sesuai dengan kriteria bibit dijadikan sebagai Ternak Bibit,

dan
b. yang tidak sesuai dengan kriteria Bibit dilakukan penggemukkan

untuk dijadikan Ternak potong.

BAB V
PENJARINGAN

Pasal 11
Pemerintah Daerah melakukan penjaringan terhadap Ternak
Ruminansia Betina Produktif yang berpotensi menjadi Bibit.
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2) Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dengan cara pemeriksaan terhadap:
a. dokumen kepemilikan Ternak yang dikeluarkan oleh pejabat

kepala desa yang diketahui oleh Dinas:
b. surat keterangan dokter hewan, dan
Cc. performan ternak sesuai dengan surat keterangan dari pengawas

Bibit.
(3) Ternak Ruminansia Betina Produktif hasil Penjaringan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan penandaan untuk dilakukan
Pembibitan di UPT dan/atau kelompok Pembibitan.

4 Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui
Pemuliaan mengacu pada pedoman Pembibitan Ternak yang baik.

Pasal 12
(1) Dalam melaksanakan Penjaringan diperlukan peran dari:

a. Pemerintah Daerah
b. kelompok Pembibitan: dan
C. pemilik Ternak.

(2) Peran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaknimemberikan
pembinaan dan pengawasan bagi kelompok Pembibitan dan
budidaya secara berkelanjutan.

Pasal 13
(1) Ternak Ruminansia Betina Produktif hasil penjaringan ditampung

pada:
a. Unit Pelaksana Teknis atau tempat lain yang ditunjuk oleh

Bupati, atau
b. didistribusikan kepadamasyarakat di kawasan Peternakan.

(2) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
sentra Pembibitan Ternak pedesaan atau sejenisnya.

BAB VI
PEMBIBITAN

Pasal 14
(1) Pemerintah Daerah melindungi usaha pembibitan dan budidaya

Ternak Ruminansia Betina Produktif.
(2) Pemerintah Daerah dapat membentuk kawasan Peternakan untuk

usaha pembibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

Pasal 15
(1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan dokumentasi atas

Sumber Daya Genetik Ternak yang sebaran asli geografisnya lintas
Kabupaten/Kota.

(2) Inventarisasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Dinas.

Pasal 16
Inventarisasi dan dokumentasi Sumber Daya Genetik Ternak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan atas keanekaragaman
Sumber Daya Genetik Ternak dan kearifan lokal.

BAB VII
PENGENDALIAN PEMOTONGAN

Pasal 17
Pengendalian pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif
dilakukan dengan cara:
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(1)

(2)

(8)

4

(S)

6)

(2)

1)

)
(9)

(6)

(1)

(2)

sosialisasi,
komunikasi, informasi dan edukasi (KIE): dan
intensifikasi pemeriksaan Ternak Betina yang dipotong/disembelih.

a.

Pasal 18
Setiap pemilik Ternak yang akan memotong Ternak Ruminansia
Betina Produktif wajib melaporkan kepada Pengawas Bibit Ternak
atau Petugas yang ditunjuk.
Sebelum diadakan pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif
dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Petugas Yang
Berwenang.
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di
kandang penampungan UPT atau tempat yang ditunjuk paling
singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari sebelum
dipotong/disembelih.
Pemilik Ternak Betina diberi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan
Ternak oleh Petugas Yang Berwenang.
Ternak Ruminansia Betina Produktif segera dikeluarkan dari
RPH/TPH dan diselamatkan melalui program penyelamatan dan
Penjaringan Ternak Betina Produktif.

Pasal 19
Setiap orang dilarang menyembelih Ternak Ruminansia kecil betina
produktif dan Ternak Ruminansia besar betina produktif.
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam
hal:

penelitian,
Pemuliaan:
pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan,
ketentuan agama,
ketentuan adat istiadat, dan/atau
pengakhiran penderitaan hewan.

Penyembelihan Ternak Betina Produktif dibolehkan apabila:
cacat sejak lahir yang dinyatakan dengan pemeriksaan pada
kartu Ternak,
mengalami kecelakaan berat,
menderita penyakit hewan menular,
membahayakan keselamatan manusia, dan/atau
tidak memenuhi standar Bibit atau apabila populasi Ternak
betina telah mencukupi ketersediaan Bibit pada tingkat populasi
yang aman.

Penyembelihan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih
dahulu diadakan pemeriksaan oleh Petugas Yang Berwenang.
Hasil pemeriksaan Petugas Yang Berwenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Dinas setiap bulan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai ketersediaan Bibit pada tingkat
populasi yang aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e
diatur dengan Keputusan Bupati.

p
YM

PO
P

e.

Pasal 20
Tata cara pelaksanaan penyembelihan Ternak dilaksanakan
berdasarkan syariat agama Islam.
Juru sembelih hewan harus bersertifikat halal.
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(1)

(2)

(4

(1)

(2)

(8)

(1)

(2)

(1)

BAB VIII
KESEJAHTERAAN TERNAK

Pasal 21
Setiap orang wajib mengindahkan aspek kesejahteraan Ternak
Ruminansia Betina Produktif.
Tindakan berkaitan dengan kesejahteraan Ternak Ruminansia
Betina Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

penanganan, penempatan dan pengandangan,
pemeliharaan dan perawatan,
pengangkutan,
penyembelihan: dan
perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Ternak.

a.
b.

d.
e.

Pasal 22
Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan
Ternak Ruminansia Betina Produktif yang mengakibatkan cacat
dan/atau tidak produktif.
Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang
berwenang.

(3

BAB IX
SERTIFIKASI

Pasal 23
Sertifikasi Ternak dilakukan setelah inventarisasi pada Ternak
Ruminansia Betina Produktif yang layakmenjadi Bibit.
Sertifikat kelayakan menjadi Bibit dikeluarkan oleh lembaga
sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, Bupati menunjuk
Perangkat Daerah untukmenerbitkan surat keterangan layak Bibit

BAB X
PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN LARANGAN IMPOR

Pasal 24
Setiap orang dilarang mengeluarkan Ternak Ruminansia Betina
Produktif dari wilayah Daerah kecuali untuk dibudidayakan.
Pengeluaran Ternak Ruminansia Betina Produktif dari wilayah
Daerah dengan tujuan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan apabila:
a. mendapatkan rekomendasi pengeluaran Ternak produktif dari

Kepala Dinas,
b. ketersediaan Bibit di Daerah cukup,
c. Kabupaten/Kota lain yang menjadi tujuan memiliki lokasi/unit

untuk Pembibitan/budidaya Ternak, dan
d. Kabupaten/Kota lain yang menjadi tujuan menjamin bahwa

bibit Ternak dari Daerah dibudidayakan dan tidak
dipotong/disembelih.

Pasal 25
Setiap orang dilarang memasukkan Ternak Sapi potong bakalan
impor sepanjang populasi Ternak di Daerah masih melebihi
kebutuhan dalam Daerah dan memenuhi syarat yang ditentukan.

8



2) Syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

sertifikat veteriner dari daerah asal:
hasil pemeriksaan laboratorium penyakit hewan,
surat keterangan layak Bibit, dan
rekomendasi pemasukan dari Dinas.

a.
b.

d.

BAB XI
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 26
(1) Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif dilaksanakan

oleh Bupati melalui Dinas.
(2) Dinas dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berkoordinasi dengan Instansi vertikal terkait.
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal

pengamanan yang meliputi Penjagaan, Pengawalan dan Patroli oleh
Tim terpadu bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Pasal 27
(1) Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif dapat dilakukan

oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kerjasama.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan/atau Instansi lain.
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal

pengamanan yang meliputi Penjagaan, Pengawalan dan Patroli oleh
Tim terpadu bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Pasal 28
Penjagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dan pasal 27
ayat (3) pada RPH atau TPH dan tempat lain yang menjadi lokasi target
pengendalian pemotongan Ruminansia betina produktif dapat mengikut
sertakan POLRI.

Pasal 29
Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dan pasal 27
ayat (3) pada peternak, check point, pengumpul pasar hewan dan
RPH/TPH dan tempat lain yang menjadi lokasi target pengendalian
pemotongan Ruminansia betina produktif dapat mengikut sertakan
POLRI.

Pasal 30
Patroli sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dan pasal 27 ayat
(3) di RPH dan tempat pemotongan diluar RPH serta tempat lain yang
menjadi lokasi target pengendalian pemotongan Ruminansia betina
produktif sesuai kebutuhan dengan permohonan secara lisan dan
ditindak lanjuti dengan permohonan secara tertulis dan dapat mengikut
sertakan POLRI.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31
(| Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengendalian Ternak

Ruminansia Betina Produktif.
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(8)

(1)

(2)

(3)

(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

(8)

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada tahapan identifikasi status reproduksi, seleksi,
Penjaringan dan/atau Pembibitan.
Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam Pengendalian
Ternak Ruminansia Betina Produktif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

(2)

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32
Bupati melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengendalian
Ternak Ruminansia Betina Produktif.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
kegiatan sosialisasi dan peran serta masyarakat.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
Dinas.

Pasal 33
Bupatimelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengendalian
Ternak Ruminansia Betina Produktif.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui
koordinasi dan pelaporan.

(2

Pasal 34
Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2)
dilakukan bersama dengan Perangkat Daerah terkait, dan instansi
vertikal terkait.
Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian Ternak Betina
Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2)
disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati secara berkala setiap
bulan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan
Direktur Jenderal yang membidangi fungsi Peternakan dan
kesehatan hewan pada Kementerian Pertanian.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 35
Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan
Pengendalian Ternak Betina Ruminansia Produktif dalam anggaran
pendapatan dan belanja Daerah.
Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan prioritas Ternak Ruminansia Betina Produktif
yang dijaring sesuai kondisi spesifik lokasi.
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialokasikan
untuk pembelian Ternak Ruminansia Betina Produktif sebagai
kompensasi sesuai harga berlaku di pasaran.
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BAB XV
SANKSI

Pasal 36
(1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar Pasal 18 ayat (1), Pasal 19

ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 dikenai sanksi
administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana di maksud pad ayat (1) berupa :

a. peringatan tertulis,
b. pengenaan denda,
Cc. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran,

atau
d. pencabutan izin.

(3) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dikenakan sanksi denda sesuai perundang-undangan, paling
sedikit 10076 (seratus persen) dari nilai harga ternak yang berlaku di
pasaran.

(4) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.

(5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana
Tidung.

ME NGESAHKAN
su dengan Aslinya
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ataf Arif Pratomo
3800305 200904 1 0015

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal15 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

H.M. YUSUF BADRUN
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 13
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